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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan faktor penting bagi setiap orang agar dapat 

melaksanakan tugas dan peranannya sehari-hari dengan baik. Pengertian 

kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai 

Undang-Undang Kesehatan, menyebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomi”. Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa “Setiap 

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan.” 

Setiap orang pasti akan mengupayakan untuk tetap berada di kondisi 

yang sehat. Apabila kesehatannya terganggu, setiap orang pasti akan 

melakukan berbagai upaya untuk dapat segera dalam kondisi sehat kembali. 

Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memulihkan kesehatannya 

adalah dengan berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia. 

Namun, kesembuhan yang diharapkan oleh setiap orang yang berobat tidak 

akan terwujud apabila tidak didukung dengan suatu sistem pelayanan medis 



yang baik dari suatu sarana pelayanan kesehatan yang salah satu contohnya 

adalah rumah sakit. 

Pengertian Rumah Sakit menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 

No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang selanjutnya disebut sebagai 

Undang-Undang Rumah Sakit, “Rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 

darurat”. Undang-Undang Rumah Sakit menjadi dasar penyelenggaraan 

rumah sakit yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan 

dasar bagi pengelolaan rumah sakit.  

Di sisi lain, tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama 

pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang 

sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan 

kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Menurut Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang 

selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang 

menyatakan bahwa: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” 



Adapun pengelompokkan tenaga kesehatan dapat dilihat dalam Pasal 

11 Ayat (1) Undang-Undang Tenaga Kesehatan, yaitu: 

a. tenaga medis;  

b. tenaga psikologi klinis;  

c. tenaga keperawatan;  

d. tenaga kebidanan;  

e. tenaga kefarmasian;  

f. tenaga kesehatan masyarakat;  

g. tenaga kesehatan lingkungan;  

h. tenaga gizi;  

i. tenaga keterapian fisik;  

j. tenaga keteknisian medis;  

k. tenaga teknik biomedisa;  

l. tenaga kesehatan tradisional; dan  

m. tenaga kesehatan lain. 

 

Sedangkan menurut Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Tenaga 

Kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga 

medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. 

Adapun pengertian praktik kedokteran menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran, “Praktik kedokteran adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap 

pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Praktik kedokteran merupakan 

pelayanan yang bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan 

kepercayaan pasien terhadap dokter dan bukan merupakan hubungan bisnis 

semata yang berorientasi pada keuntungan  sepenuhnya.”  



Pada prinsipnya hubungan pelayanan kesehatan antara dokter dan 

pasien di rumah sakit diikat dalam sebuah perjanjian, yaitu perjanjian  

penyembuhan atau kontrak terapeutik. Adapun yang dimaksud dengan 

perjanjian penyembuhan adalah suatu perjanjian yang obyeknya adalah 

pelayanan medis atau upaya penyembuhan1, sedangkan Hermien Hadiati 

Koeswadji menyebutkan yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah 

transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari atau menemukan terapi 

sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.2 Prestasi dari 

kontrak terapeutik bukanlah hasil yang dicapai  (resultaatsverbinterniis), 

melainkan upaya yang sungguh-sungguh/ikhtiar  (inspaningsverbinternnis). 

Hubungan kontrak semacam ini berikut dengan tindakan medis  yang  cukup  

di dalamnya sudah merupakan bidang hukum, maka harus dipertahankan 

melalui peraturan perundang-undangan dan mengacu kepada standar tertentu.3 

Sebagaimana perikatan pada umumnya, maka terhadap kontrak terapeutik 

juga berlaku ketentuan-ketentuan umum hukum perikatan sebagaimana diatur 

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya 

disebut KUHPerdata.4 

                                                             
1Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter. Penerbit Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 84. 
2Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam 

Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 99. 
3Safitri Hariyani, Sengketa Medis: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter 

Dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta, 2005, hlm. 1. 
4Veronica Komalawati, Op.Cit, hlm. 84-85. 



Pada asasnya, kontrak terapeutik antara dokter dan pasien bertumpu 

pada dua macam hak asasi manusia yang merupakan hak dasar manusia, 

yaitu: 

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (the right to self-

determination) 

2. Hak atas informasi (the right to information)5 

 Hak atas informasi terproses secara evolusi, sejalan dengan 

perkembangan dari hak asasi manusia. Inti dari hak atas informasi ini adalah 

hak  pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter, tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal terjadi hubungan dokter dan 

pasien. Pada mulanya, hak ini hanyalah mendapatkan pengakuan dalam etika 

kedokteran. Adalah tindakan yang baik bila dokter menginformasikan kepada 

pasien tentang kesehatannya. Hak ini kemudian digabungkan dengan hak 

untuk menentukan atas diri sendiri, dilembagakan menjadi lembaga yang 

dikenal dengan nama informed consent (persetujuan atas dasar informasi).6 

 Adapun menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang 

selanjutnya disebut dengan Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran, 

bahwa: “Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan 

                                                             
5 Hermien Hadjiati Koeswadji, Hukum Kedokteran di Dunia Internasional, BPHN – Depkes – 

IDI, Jakarta, 1983, hlm.10-11. 
6 Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 16 



oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap 

mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan terhadap 

pasien.” Lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan 

Kedokteran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindakan kedokteran 

tersebut adalah tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau 

rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. 

Bentuk persetujuan tindakan kedokteran menurut Permenkes Persetujuan 

Tindakan Kedokteran Pasal 2 Ayat (2) yaitu diberikan secara tertulis maupun 

lisan.  

 Persetujuan tindakan kedokteran sangat erat kaitannya dengan 

tindakan medis yang artinya adalah suatu transaksi untuk menentukan atau 

upaya untuk mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh 

dokter. Sehingga hubungan antara persetujuan tindakan kedokteran dan 

tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dapat dikatakan bahwa 

persetujuan tindakan kedokteran merupakan komponen utama yang 

mendukung adanya tindakan medis tersebut. Oleh karena itu, sebelum upaya 

penyembuhan dilakukan, diperlukan adanya persetujuan tindakan kedokteran. 

Persetujuan pasien tersebut didasarkan atas informasi dari dokter mengenai 



penyakit, alternatif upaya pengobatan, serta segala akibat yang mungkin 

timbul dari upaya pengobatan itu.7 

 Pasien adalah individu yang paling berkepentingan terhadap semua 

yang akan terjadi pada tubuhnya dengan segala akibatnya. Oleh karena itu 

dalam kontrak terapeutik, adanya persetujuan tindakan kedokteran merupakan 

hak pasien yang harus dipenuhi sebelum ia menjalani suatu upaya medis yang 

dilakukan dokter untuk menolong dirinya.8 Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) 

Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran juga ditekankan bahwa semua 

tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat 

persetujuan. 

 Dalam Pasal 7 Ayat (3) Permenkes Persetujuan Tindakan Kedokteran 

menyebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-

kurangnya mencakup: 

a. Diagnosis dan tata cara kedokteran; 

b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan; 

c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya; 

d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan 

e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; 

f. Perkiraan pembiayaan. 

  Informasi dan penjelasan tersebut di atas harus diberikan langsung 

oleh dokter. Setelah itu baru berlaku persetujuan yang akan diberikan pasien, 

                                                             
7 Veronica Komalawati, Op.Cit, hlm. 86. 
8Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2006, hlm. 89-90. 



sehingga dokter dapat melakukan tindakan medis selanjutnya dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas profesinya. 

  Pasien sebagai konsumen dalam kaitannya di dalam pelayanan medis, 

dimana terdapat hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien yang 

merupakan konsumen jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sedangkan, pasien 

didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Praktik Kedokteran 

adalah “setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.” Kemudian, Pasal 1 

Angka 4 Undang-Undang Rumah Sakit menyatakan bahwa “pasien adalah 

setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di rumah sakit.” 

 Ditinjau dari isi pasal-pasal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pasien adalah konsumen pemakai jasa layanan kesehatan. Sebagai 

pemakai jasa layanan kesehatan, pasien juga disebut sebagai konsumen 



sehingga dalam hal ini ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen juga 

berlaku bagi UU Kesehatan. 

 Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya dengan tanggung jawab yang penuh 

atas setiap upaya tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, dokter juga 

tidak luput dari kesalahan ataupun kelalaian. Terkadang dokter terbukti 

melakukan kelalaian yang menyebabkan penyakit pasien bertambah parah 

atau bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa pasien, dalam hal ini perbuatan 

dokter disebut juga sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dokter 

melakukan wanprestasi tindakan kedokteran tidak sesuai dengan yang terdapat 

dalam kontrak teraupetik. Kesalahan atau kelalaian dokter dalam menangani 

pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan malpraktik medis. 

 Menurut Henry Campell Black mengenai malpraktik, “Malpractice is 

professional person such a physician, dentist, vetenarian, malpractice may be 

the result of skill or fidelity in the performance of professional duties, 

intentionally wrong doing or illegal or unethical practice” Artinya, 

malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, 

dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik adalah akibat dari sikap tidak peduli, 

kelalaian atau kurang keterampilan, kurang hati – hati dalam melaksanakan 

tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau 



pelanggaran etika.9 Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kelalaian 

merupakan bagian dari malpraktik. 

 Persetujuan tindakan kedokteran merupakan unsur pokok dari 

tanggungjawab profesional kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran 

merupakan salah satu bagian penting dalam suatu kontrak antara dokter dan 

pasien, maka masalah persetujuan tindakan kedokteran mempunyai banyak 

korelasi/hubungan dengan masalah-masalah malpraktik medis baik dari segi 

hukum dan etika. Oleh karena demikian, tak jarang persetujuan tindakan 

kedokteran dijadikan barang bukti sekaligus senjata andalan bagi pihak rumah 

sakit maupun para tenaga medis khususnya dokter dalam kasus malpraktik 

yang menjerat mereka sebagai tergugat yang digugat oleh pasien-pasien yang 

merasa haknya dirugikan. 

 Contoh kasus terkait kelalaian dokter dalam praktik kedokteran di 

rumah sakit yang dalam pembuktiannya menyertakan peranan persetujuan 

tindakan kedokteran adalah kasus di Medan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor: 417/Pdt.G/2012/PN.MDN dan Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor: 97/Pdt.G/2013/PN.PLG yang telah terdapat juga putusan 

bandingnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 

85/PDT/2014/PT.PLG. 

                                                             
 9 Ari Yunanto,Cs., Hukum Pidana Malpraktik Medik, .ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 28. 



 Kasus di Medan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

417/Pdt.G/2012/PN.MDN dimana para pihak dalam perkara ini adalah 

Mariana Sihombing sebagai pasien atau Penggugat, dr. Hotma Partogi 

Pasaribu, SpOG sebagai Tergugat I, Pimpinan Rumah Sakit Santa Elisabeth 

sebagai Tergugat II dan dr. Paulus Damanik, SpOG sebagai Turut Tergugat. 

Karena kesalahan atau kelalaian dokter  dalam operasi pengangkatan rahim 

pasien menyebabkan pasien mengalami cacat seumur hidup. Operasi 

pengangkatan rahim oleh dokter tersebut dinyatakan Majelis Hakim dalam 

putusannya sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pasien 

mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril/moral. Kerugian 

immateril atau moral adalah sebagai akibat tindakan dan perbuatan dokter 

tersebut yang menyebabkan  pasien mengalami cacat seumur hidup yang 

berimplikasi terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan pasien mengalami 

gangguan maupun dalam pekerjaan pasien.  

 Di sisi lain, dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG sebagai Tergugat I 

mengaku telah memberikan penjelasan mengenai tindakan medis untuk 

pengangkatan rahim. Bahwa bukti nyata beliau telah memberikan penjelasan 

berkenaan dengan tindakan medis yang akan dilakukan dapat dilihat dari 

adanya persetujuan tindakan kedokteran yang dibuat dan ditandatangani oleh 

pihak keluarga Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Parbuntian Sinambela 

selaku suami dari Mariani Sihombing, yang juga ditandatangani oleh Rasmi 



Simarmata selaku saksi Perawat rumah sakit dan Laurianna Hutapea selaku 

saksi dari pihak keluarga Mariani Sihombing. Bahwa dalam Persetujuan 

Tindakan Medis tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Parbuntian 

Sinambela menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan persetujuan 

untuk dilakukan tindakan medis berupa operasi (Pengangkatan 

Rahim/Histerektomi) terhadap diri istrinya.  Bahwa dalam persetujuan 

Tindakan Medis tersebut secara tegas juga dinyatakan bahwa Parbuntian 

Sinambela menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “tujuan,sifat dan 

perlunya tindakan medis tersebut di atas, serta resiko yang dapat 

ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh dokter dan telah saya mengerti 

sepenuhnya.” 

 Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 417/Pdt. 

G/2012/PN.MDN ini, hakim menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II 

telah melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum, serta menghukum 

Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian 

immateril kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 

 Contoh lain, kasus di Palembang dalam Putusan Pengadilan 

Palembang Nomor: 97/Pdt.G/2013/PN.PLG yang telah terdapat juga putusan 

bandingnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 

85/PDT/2014/PT.PLG. Kasus ini menimpa Bambang Suyudhi selaku 

Penggugat yang membawa almarhum anaknya Davina Wahyudi ke Rumah 



Sakit RK. Charitas Sebagai Tergugat II untuk mendapat penanganan atas 

penyakit yang diderita anaknya dengan penanggung jawab dr. Silvia Triratna, 

SpA (K) sebagai Tergugat I. Tindakan medis berupa pemasangan alat bantu 

nafas yang dimasukan melalui mulut yang tidak dilakukan sebagainana 

mestinya oleh  Tergugat I, melainkan hanya dilakukan oleh perawat jaga yang 

selalu berkoordinasi melalui telpon untuk mendapatkan instruksi pemasangan 

alat bantu pernapasan tersebut berujung pada kematian anak penggugat selaku 

pasien. 

 Penggugat dalam gugatannya mengaku bahwa dalam mengambil 

tindakan medis dalam rangka merawat anaknya, dr. Silvia Triratna, SpA (K) 

selaku Tergugat I tidak memberi penjelasan kepada penggugat selaku orang 

tuanya akan efek dan dampak tindakan medis yang dilakukan. Tindakan 

tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini melanggar 

kewajibannya untuk memberi penjelasan atas tindakan yang akan diambil 

tehadap pasien yang diatur asas informed consent dalam hubungan dokter 

dengan pasien. Akan tetapi, Tergugat I menyatakan bahwa orang tua pasien 

yang berada di luar ICU telah dipanggil untuk diberikan penjelasan tentang 

pentingnya pemasangan intubasi, resiko yang mungkin terjadi serta besarnya 

biasa pemasangan, dan atas penjelasan tersebut orang tua pasien menyetujui 

dan menandantangani surat persetujuan tindakan kedokteran. 



 Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang pada Perkara 

Nomor: 97/Pdt.G/2013/PN.PLG ini, hakim menolak gugatan penggugat untuk 

seluruhnya karena dinilai tidak ditemukannya ada kesalahan atau kelalaian 

serta tidak terbuktinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dr. 

Silvi Triratna, SpA (K) sebagai Tergugat I maupun oleh RS RK. Charitas 

sebagai Tergugat II. 

 Meninjau kasus-kasus di atas sebagai contoh dari sekian banyak kasus 

malpraktik kedokteran di atas, walaupun sudah ada beberapa pengaturan yang 

berpihak pada pasien seperti dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-

Undang Praktik Kedokteran bahwa “setiap orang yang mengetahui atau 

kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam 

menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada 

Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia” serta Pasal 77 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan bahwa setiap penerima pelayanan 

kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan 

dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain itu, dalam Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit yang 

menyatakan bahwa “rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap 

semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan di rumah sakit.” Namun, nyatanya masih banyak kasus dimana 

persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien justru membuat 



dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait adanya kerugian 

pasien yang diakibatkan oleh adanya kelalaian dokter dalam praktik 

kedokteran khususnya di rumah. Untuk itu, diperlukannya kajian yang lebih 

mendalam mengenai perlindungan hukum khususnya bagi pasien yang telah 

memberikan persetujuan tindakan kedokteran atas terjadinya kelalaian dokter 

dalam praktik kedokteran di rumah sakit.  

 Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan masalah di atas serta 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus 

kelalaian dokter dalam praktik kedokteran di rumah sakit dalam upaya untuk 

memberikan perlindungan hukum yang seadil-adilnya bagi pasien, hasil dari 

kajian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Pasien yang Telah Memberikan Persetujuan Tindakan 

Kedokteran Atas Kelalaian Dokter dalam Praktik Kedokteran di Rumah 

Sakit”. 

 

 



B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian  permasalahan pada latar belakang di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana akibat hukum pasien yang telah memberikan 

persetujuan tindakan kedokteran terhadap hak dan kewajiban dokter 

dan pasien? 

2. Bagaimana perlindungan hukum preventif terhadap pasien yang 

telah memberikan persetujuan tindakan kedokteran atas kelalaian 

dokter dalam praktik kedokteran di rumah sakit? 

3. Bagaimana perlindungan hukum represif terhadap pasien yang telah 

memberikan persetujuan tindakan kedokteran atas kelalaian dokter 

dalam praktik kedokteran di rumah sakit? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menganalisis dan memahami akibat hukum pasien yang telah 

memberikan persetujuan tindakan kedokteran terhadap hak dan 

kewajiban dokter dan pasien. 

2. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana perlindungan 

hukum preventif terhadap pasien yang telah memberikan 



persetujuan tindakan kedokteran atas kelalaian dokter dalam praktik 

kedokteran di rumah sakit. 

3. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana perlindungan 

hukum represif terhadap pasien yang telah memberikan persetujuan 

tindakan kedokteran atas kelalaian dokter dalam praktik kedokteran 

di rumah sakit. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum di Indonesia. Secara umum, dapat 

memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat 

Indonesia mengenai perlindungan hukum baik secara preventif 

maupun represif bagi pasien yang telah memberikan persetujuan 

tindakan kedokteran atas kelalaian dokter dalam praktik kedokteran 

di rumah sakit. 

2. Manfaat Praktis 

 Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat 

di dalam sengketa terkait kelalaian dokter dalam praktik kedokteran 

di rumah sakit, yaitu: 



a. Pasien, bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai 

persetujuan tindakan kedokteran dan akibat pemberian 

persetujuan tindakan kedokteran itu sendiri serta 

memberikan gambaran mengenai upaya hukum yang dapat 

dilakukan apabila terjadi kelalaian dokter dalam praktik 

kedokteran di rumah sakit. 

b. Tenaga kesehatan khususnya dokter, bermanfaat untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai persetujuan tindakan 

kedokteran sehingga lebih berhati-hati dalam melaksanakan 

praktik kedokteran untuk meminimalisir terjadinya kelalaian 

yang dapat merugikan pasien. 

c. Rumah sakit, bermanfaat untuk memberikan gambaran 

mengenai tanggungjawab rumah sakit apabila terjadi 

kelalaian dokter dalam pelaksanaan praktik kedokteran di 

rumah sakit. 

d. Penegak hukum, bermanfaat untuk menjadi salah satu bahan 

pertimbangan agar lebih memperhatikan penegakan hukum 

di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan malpraktik 

di bidang kesehatan di Indonesia 



E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan 

membatasi area penelitian.10 Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan 

dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada 

kajian tentang: 

1. Akibat hukum pasien yang telah memberikan persetujuan tindakan 

kedokteran terhadap hak dan kewajiban dokter dan pasien. 

2. Perlindungan hukum preventif terhadap pasien yang telah 

memberikan persetujuan tindakan kedokteran atas kelalaian dokter 

dalam praktik kedokteran di rumah sakit. 

3. Perlindungan hukum represif terhadap pasien yang telah 

memberikan persetujuan tindakan kedokteran atas kelalaian dokter 

dalam praktik kedokteran di rumah sakit. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan 

 Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan 

adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang 

                                                             
 10 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2011, hlm. 111. 



memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.11 

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat 

positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-

aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap 

pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan bagi tiap individu. 

 Lebih lanjut, Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai 

pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang 

adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap 

perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak 

mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap 

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan 

sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang 

manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan 

menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan 

nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat 

subjektif.12 

 Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, 

pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari 

cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat 

                                                             
 11 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, 

Nusa Media, Banung, 2011, hlm. 9. 

 12 Ibid., hlm. 12. 



berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan 

suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut 

dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu 

kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan 

berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua 

kepentingan.13 Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di 

atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut 

Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan 

umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu 

peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan 

tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.14 Konsep keadilan dan 

legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, 

yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai 

payung hukum (law umbrella) bagi peraturan-peraturan hukum nasional 

lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki 

daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam 

peraturan hukum tersebut.15 

 Meninjau dari uraian teori di atas dapat dikatakan bahwa dalam 

hubungan hukum antara pasien, dokter, dan rumah sakit dalam kontrak 

                                                             
 13 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68. 

 14 Ibid., hlm. 71. 

 15 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, 

hlm. 50. 



terapeutik diperlukannya suatu tatanan. Tatanan yang berupa peraturan 

umum ini berguna untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan khususnya 

bagi pasien. Hal ini juga berlaku dalam hal penyelesaian sengketa atau 

konflik dalam hubungan hukum tersebut. 

 Apabila terjadi suatu konflik akibat adanya kelalaian dokter dalam 

praktik kedokteran di rumah sakit, tatanan yang telah ada diharapkan 

mampu mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua 

kepentingan. Dalam hal ini khususnya kepentingan pasien yang telah 

memberikan persetujuan tindakan kedokteran yang dirugikan akibat 

kelalaian dokter dalam praktik kedokteran di rumah sakit. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan 

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 

fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan 

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 

politik untuk memperoleh keadilan sosial.16 

 Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

                                                             
 16 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55. 



asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan 

hukum dari kesewenangan.17 

 Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama 

manusia.18 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:19 

1. Perlindungan Hukum Preventif 

 Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

2. Perlindungan Hukum Represif 

 Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi hukum 

adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan 

hak-haknya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Pada 

hakekatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. 

                                                             
 17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1987, hlm. 1-2. 
 18 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, 2003, hlm. 14. 
19 Ibid., hlm. 3. 



Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari 

hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.  

 Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum di berbagai 

bidang salah satu di antaranya adalah bidang kesehatan.  Dilihat dari uraian 

teori perlindungan hukum di atas, jelas diperlukannya perlindungan hukum 

terhadap pasien dalam hubungan hukum antara pasien, dokter, dan rumah 

sakit yang terikat oleh kontrak terapeutik. Hal ini untuk menjamin hak-hak 

pasien yang telah memberikan persetujuan tindakan kedokteran terlaksana 

dengan baik dan tidak diciderai. Selain itu, untuk menjamin pihak dokter 

dan rumah sakit menjalankan tugas mereka sesuai dengan Standard 

Operational Procedure (SOP) sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

kelalaian yang dapat merugikan pasien. 

3. Teori Kontrak 

 Menurut Michael D. Bayles, contract of law atau hukum kontrak 

adalah “Might then be taken to be the law pertaining to enporcement of 

promise or agreement”20 yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan 

dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. 

 Menurut Charles L Knapp dan Nathan M. Crystal, ”Contract is an 

agreement between two or more persons not merely a share belief, but 

common understanding as to something that is to be done in the future by 

                                                             
 20 Michael D. Bayles, Principles of Law A Normatif Analysis, Riding Publishing Company 

Dordrecht, Holland, 1987. 



one or both of them”.21 Artinya bahwa kontrak adalah suatu persetujuan 

antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi 

secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada 

masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. 

 Salim.H.S. mengartikan hukum kontrak sebagai keseluruhan dari 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 

Menurut Salim H.S. ada tiga unsur kontrak, yaitu:  

1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak 

2. Persetujuan dibuat secara tertulis 

3. Adanya dua orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat 

kesepakatan dan persetujuan tertulis.22 

 Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan hukum antara dokter dan 

pasien dapat dinyatakan termasuk sebagai suatu kontrak. Lebih lanjut, 

kontrak antara pasien dan dokter ini disebut dengan kontrak terapeutik. 

Yang dimaksud dengan kontrak terapeutik adalah kesepakatan antara 

dokter (pemberi jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran) dan pasien 

(penerima jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran), yang 

menimbulkan perikatan ikhtiar (inspaningsverbinternnis), yakni hubungan 

                                                             
 21 Charles L. Knapp and Nathan M. Crystal, Problems in Contract law cases and materials, 

Little Brown and Company, Boston Toronto London, 1993, hlm. 2. 

 22 Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Indominaat di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2003, hlm. 16. 



hukum perikatan yang berisi hak dan kewajiban secara timbal balik antara 

dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan/praktik kedokteran. 

 Kontrak terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang 

terikat di dalamnya, yaitu dokter dan pasien. Hak dan kewajiban pasien dan 

dokter tersebut dituangkan ke dalam suatu persetujuan tindakan 

kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dalam hal terjadinya 

kelalaian dokter yang merugikan hak pasien yang telah memberikan 

persetujuan tindakan kedokteran, maka mengakibatkan adanya 

tanggungjawab dokter yang dapat dituntut oleh pasien tersebut.  

4. Teori Malpraktik 

 Pandangan Henry Campell Black terhadap malpraktik adalah sebagai 

berikut “Malpractice is professional person such a physician, dentist, 

vetenarian, malpractice may be the result of skill or fidelity in the 

performance of professional duties, intentionally wrong doing or illegal or 

unethical practice” Artinya, malpraktik adalah kesalahan dalam 

menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik 

adalah akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian atau kurang keterampilan, 

kurang hati – hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran 

yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.23 

                                                             
 23 Ari Yunanto,Cs., Hukum Pidana Malpraktik Medik, .ANDI, Yogyakarta, 2009, hlm. 28. 



 Menurut Veronika, istilah malpraktik berasal dari malpractice yang 

pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul 

sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.24 

 Menurut J. Guwandi, malpraktik adalah istilah yang mempunyai 

konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan.25 Praktik buruk dari 

seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, 

ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila 

ditujukan kepada profesi medis maka akan disebut malpraktik medis. 

 Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, malpraktik adalah 

kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan 

ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang 

terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud 

kelalaian di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan yang 

seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi 

sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak 

akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan 

melakukan tindakan kedokteran di bawah standard pelayanan medis 

(standar profesi dan standar prosedur operasional).26 
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 26 Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Buku 

Kedokteran, Jakarta, 1999, hlm. 87. 



 Menurut M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, unsur-unsur malpraktik, 

yaitu:27 

1. Adanya unsur kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan dalam menjalankan profesinya; 

2. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur 

operasional; 

3. Adanya luka berat atau mati yang mengakibatkan pasien cacat atau 

meninggal dunia; 

4. Adanya hubungan kausal, dimana luka berat yang dialami pasien 

merupakan akibat dari perbuatan dokter yang tidak sesuai dengan 

standar pelayanan medis. 

 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa malpraktik 

medis secara umum mencakup mengenai kesalahan dan kelalaian dokter 

dalam melakukan tindakan kedokteran. Dokter dalam melaksanakan 

tindakan kedokteran tidak menutup kemungkinan melakukan suatu 

kesalahan ataupun kelalaian. Kelalaian dokter yang termasuk malpraktik 

medis dapat menimbulkan kerugian terhadap hak-hak pasien bahkan 

berujung pada kematian pasien.  

 Melihat dari terdapatnya kemungkinan kelalaian yang dilakukan 

dokter dalam praktik kedokteran, maka sudah sewajarnya hak-hak pasien 

yang telah memberikan persetujuan tindakan kedokteran perlu dilindungi 

secara hukum. Dengan demikian, pasien yang mengalami kerugian atas 

kelalaian dokter tersebut dapat meminta pertanggungjawaban dari dokter 

yang bersangkutan. 

                                                             
 27 Ibid., hlm 89. 



G. Definisi Konsep 

 Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori 

yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi 

konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Pasien 

 Dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa pasien 

adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepda 

dokter atau dokter gigi. 

 Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa pasien 

adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah 

Sakit. 

2. Persetujuan Tindakan Kedokteran 

 Dalam Pasal 1 Angka 1 Permenkes No. 

290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 

Kedokteran menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran 

adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga 



terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan 

terhadap pasien. 

3. Kontrak Terapeutik 

 Kontrak terapeutik adalah kesepakatan antara dokter (pemberi 

jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran) dan pasien (penerima 

jasa pelayanan kesehatan/praktik kedokteran), yang menimbulkan 

perikatan ikhtiar (inspaningsverbinternnis), yakni hubungan hukum 

perikatan yang berisi hak dan kewajiban secara timbal balik antara 

dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan/praktik kedokteran. 

4. Kelalaian 

 Kelalaian merupakan bagian atau unsur dari malpraktik apabila 

ditinjau dari pengertian malpraktik menurut M. Jusuf Hanafiah dan 

Amri Amir, malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk 

mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim 

dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka 

menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian 

di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan yang 

seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi 

sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati 

tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan 

pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standard 



pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur 

operasional).28 

5. Dokter 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter 

dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan 

dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran 

gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

6. Praktik Kedokteran 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa 

praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya 

kesehatan. 

7. Rumah Sakit 

 Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa rumah sakit 

adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

                                                             
 28 Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, Op.Cit, hlm. 87. 



pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

H. Metode Penelitian 

 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan 

menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap 

fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.29 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). 

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut 

sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.30 Disebut 

penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau 

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen 

disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan 

yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian 

hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber 

                                                             
29 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 16. 
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24. 



data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-

undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan 

pendapat para sarjana hukum terkemuka.31 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah 

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.32 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan 

mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang diteliti. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan Kasus (case approach) adalah pendekatan yang 

dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan 

isu yang sedang dihadapi, dan telah mejadi putusan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.33 Pendekatan kasus yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah dasar hukum serta alasan-

alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 

                                                             
31 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82. 
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 136. 
33 Ibid., hlm. 177. 



dengan putusannya berdasarkan teori-teori dan ketentuan-

ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini, 

pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji Putusan 

Nomor: 417/Pdt. G/2012/PN.MDN, Putusan Nomor: 

97/Pdt.G/2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi 

Palembang Nomor: 85/PDT/2014/PT.PLG. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan 

penulis dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai 

otoritas (autoritatif).34 Dalam penelitian ini, bahan hukum 

primer yang digunakan berupa peraturan perundang-

undangan, yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran 
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5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

6) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit 

7) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

8) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

9) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 417/Pdt. 

G/2012/PN.MDN 

10) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 

97/Pdt.G/2013/PN.PLG 

11) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 

85/PDT/2014/PT.PLG. 

12) Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 

17/KKI/Kep/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan 

Disiplin Profesi Kedokteran 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: 

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya 



dari pakar hukum, dan sebagainya.35 Bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini berupa buku-buku dan seluruh karya 

ilmiah yang mengulas tentang masalah-masalah yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

sebagainya.36 Bahan hukum tersier dalam penelitian ini 

berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara 

studi kepustakaan (library research) yang meliputi sumber primer 

yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu 

hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian bahan 
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kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.37  

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

 Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum 

menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga 

dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan 

mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, 

yaitu: 

a. Tataran Teknis 

 Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan 

memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk 

membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan 

peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, 

sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren. 

b. Tataran Telelogis 

 Tataran telelogis, yaitu menyistematisasi peraturan hukum 

berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, 

menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam 

perspektif telelogis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas 

dan berkembang, dengan menerapkan metode telelogis 

sebagai patokan sistematisasi internalnya.38 

 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan 

diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran hukum, antara 

lain: 
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a. Penafsiran Gramatikal 

 Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di 

dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara 

demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa 

sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau 

dianggap sudah baku.39 

 Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal 

berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna 

teks pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

pasien yang telah memberikan persetujuan tindakan 

kedokteran atas kelalaian dokter dalam praktik kedokteran di 

rumah sakit. 

b. Penafsiran Sistematikal 

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap 

peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya 

dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau 

dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsirannya tidak 

boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-

undangan atau sistem hukum.40 
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 40 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, 

hlm. 56. 



Dengan menggunakan penafsiran jenis ini, maka penulis 

dapat mengaitkan isu hukum yang sedang diteliti dengan 

peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya atau 

ilmu hukum lain yang secara langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

c. Penafsiran Hukum Otentik atau Resmi (Authentieke atau 

Officiele Interpretatie) 

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan 

oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-

undang itu sendiri.41 

Penafsiran ini digunakan peneliti untuk mendapatkan 

penafsiran secara resmi yang dibuat oleh pembentuk 

undang-undang, sehingga didapatkannya batasan-batasan 

yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum 

yang sedang diteliti. 

d. Penafsiran Telelogis 

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi 

kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. 

Tekanan penafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum 

terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa 
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Djindang cet. XI, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 217. 



tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. 

Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks 

kenyataan kemasyarakatan yang aktual.42 

Dengan menggunakan penafsiran ini, peneliti dapat melihat 

sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-

undang yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat 

dipahami apakah pertentangan norma yang terjadi dalam 

masyarakat memang secara sadar dilakukan atau suatu 

kelalaian hukum. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Dalam penarikan kesimpulan, hendaknya menggunakan 

metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya 

menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Amiruddin dan 

Zaenal berpendapat bahwa “suatu analisis yuridis normative, pada 

hakekatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan 

utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.”43 

 Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang 

telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.44 Dalam 

penulisan skripsi ini, guna menjawab permasalahan yang diteliti 
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2010, hlm. 166 
44 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.  



penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif 

yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.45 

I. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Definisi Konsep, dan Metode Penelitian 

yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber 

Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Pengolahan 

Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, serta Teknik Penarikan 

Kesimpulan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum 

skripsi, yang isinya meliputi: tinjauan umum tentang praktik kedokteran, 

tinjauan umum tentang persetujuan tindakan kedokteran, dan tinjauan umum 

tentang malpraktik kedokteran. 

BAB III : PEMBAHASAN 
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  Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang diangkat 

dalam skripsi ini. Yang pertama, mengenai bagaimana akibat hukum pasien 

yang telah memberikan persetujuan tindakan kedokteran terhadap hak dan 

kewajiban dokter dan pasien. Yang kedua, mengenai bagaimana perlindungan 

hukum preventif terhadap pasien yang telah memberikan persetujuan tindakan 

kedokteran atas kelalaian dokter dalam praktik kedokteran di rumah sakit. 

Yang ketiga, mengenai mengenai bagaimana perlindungan hukum represif 

terhadap pasien yang telah memberikan persetujuan tindakan kedokteran atas 

kelalaian dokter dalam praktik kedokteran di rumah sakit. 

BAB IV : PENUTUP 

  Pada bab ini isinya mencakup kesimpulan dan saran-saran mengenai 

permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi. 
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